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Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa  â€œKorban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian
atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai
akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis.â€•. Namun pada kenyataannya, pasal tersebut belum
dijalankan sepenuhnya.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi korban
amuk massa dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban
amuk massa.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk
memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan untuk
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang menjadi korban amuk
massa yaitu pertolongan dan perawatan, tidak mendapatkan ganti kerugian dan tidak memperoleh informasi mengenai
perkembangan kasus. Faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menjadi
korban amuk massa yaitu tidak terjadinya upaya damai dari pelaku dan korban, korban tidak melapor ke penegak hukum dan pelaku
(terdakwa) menolak untuk mengganti kerugian 
Disarankan kepada Polsek Syiah Kuala dapat memproses kasus amuk massa sehingga sampai ke pengadilan sehingga pelaku
diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan menimbulkan efek jera bagi pelaku, disarankan ke Perangkat Desa agar
bersikap kooperatif dan disarankan untuk masyarakat agar tidak menganggap perbuatan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang
benar dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai hukuman yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana yang menjadi korban
amuk massa.
